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AN
BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BRASTAGI UJUNG GADING,
PEMERINTAHAN NAGARI TAMPUS DAMAI UJUNG GADING, PEMERINTAHAN
NAGARI TALUAK AMBUN UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO
GUNUNG UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO SAWAH UJUNG
GADING, PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SAROHA UJUNG GADING,
PEMERINTAHAN NAGARI KUAMANG ALAI UJUNG GADING
DAN PEMERINTAHAN NAGARI SITUAK UJUNG GADING
DI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas
pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari
dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan
pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;

b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan  pemerintahan
sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka
merealisasikan kehidupan masyarakat yang sejahtera;

c¢. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan
Pemekaran Nagari Ujung Gading di Kecamatan Lembah
Melintang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan
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Nagari Brastagl Ujung Qading, Pemerintahan Nagarl Tampus
Damai Ujung Qading, Pemerintahan Nagard ‘Talunk Ambun
Ujung Qading, Pemerintahan Nagarl Koto Qunung Ufjung
Qading, Pemerintahan Nagari Koto Sawanh Ujung Guding,
Pemerintahan  Nagari  Salido  Saroha  Ujung  Gading,
Pemerintahan Nagari Kuamang Alal Ujung CGading dan
Pemerintahan Nagari Situak Ujung Gading di Kecnmatan

Lembah Melintang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi
Sumatera Barat (Lembaran Necgara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemcrintah

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Nomor 11 Tahun 2019 ﬁntang Perubahan Kedua atag
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor f Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penataan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN
NAGARI  BRASTAGI UJUNG GADING, PEMERINTAIAN NAGARI
TAMPUS DAMAI UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI TALUAK
AMBUN UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO GUNUNG
UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO SAWAH UJUNG
GADING, PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SAROHA UJUNG
GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KUAMANG ALAlI UJUNG GADING
DAN PEMERINTAHAN NAGARI SITUAI( UJUNG GADING DI
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Pasaman Barat

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelzksanazn urusan pemenntzhan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masvarakat hukum vang
memuiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintzahan, kepentingan masvarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4, Pemerintahan lNagari adalah penyelenggaraan urusan pemeriniahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagarn sebagai
unsur penyelenggara liagan.

6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagan
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan vang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilavah
dan ditetapkan secara demokratis.

7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunvai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinva dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah
Kabupaten Pasaman Barat.

9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan
Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih

Pemerintahan Nagari Baru.
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BAB Il
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

a.

o a o o

-

o

Nagari Brastagi Ujung Gading;

Nagari Tampus Damai Ujung Gading;
Nagari Taluak Ambun Ujung Gading;
Nagari Koto Gunung Ujung Gading;
Nagari Koto Sawah Ujung Gading;
Nagari Salido Saroha Ujung Gading;
Nagari Kuamang Alai Ujung Gading; dan
Nagari Situak Ujung Gading.

(2) Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari
Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari
Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari
Kuamang Alai Ujung Gadingdan Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h berasal dari Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah
Melintang dengan Kode Nagari 13.12.02.2001.

Bagian Kedua
Nagari Brastagi Ujung Gading
Pasal 3

Nagari Brastagi Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a dengan jumlah penduduk 4.428 jiwa/1.063 KK, berasal dari sebagian

Wilayah Nagari Ujung Gading yaitu Jorong Brastagi,

Pasal 4

(1) Nagari Brastagi Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tampus Damai Ujung Gading;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ujung Gading;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

¢ Sebelah Barat berbatnsan dengan Nt Kawmong Alnic Ui Qading,

dan
. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagarl Tampus Damal Ujung Qndlng,
(2) Peta batas wilayah Nogari Brastogl Ujung Gading aebagnimana dimuknud
pada ayat (1) adalah sebagatmana tereantum  dalom lampiran T yang,
merupakan bagian tidak terplsahkan davi Peraturan Daerah ind,
(3) Penctapan dan Penegasnn Datas Nagoarl Drastagl Ujung Quding ditetapkan
dengan Peraturan Bupati sesunl dengan ketentuan Peraturan Perundang

undangan,

Pasal §
Luas wilayah Nagari Brastagi Ujung Qading sebagaimana dimaksud dulam Pasnl
4 ayat (1) adalah 2,367 KM?2,

Bagian Ketign
Nagari Tampus Damai Ujung Gading
Pasal 6
Nagari Tampus Damai Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf b dengan jumlah penduduk 4.166 jiwa/1.141 KI, berasal dari sebagion
Wilayah Nagari Ujung Gading yang terdiri dari ;
a. Jorong Tampus; dan

b. Jorong Tanjung Damai.

Pasal 7
(1) Nagari Tampus Damai Ujung Gading scbagaimana dimaksud dnlam Pasal 6
mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Situak Ujung Qading;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Salido Saroha Ujung Qading;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Brastagi Ujung Qading dan
Nagari Kuamang Alai Ujung Gading; dan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ujung Gading dan Nagari Ranah
Malintang Kecamatan Sungai Aur,
(2) Peta batas wilayah Nagari Tampus Damai Ujung Gading sebagnimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini;
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(% Vermtmgmn dun Venrgpton Vit Hogpnl Fonputs i ujung Guding,
AN it Acnygpn Vepsturngg Sapnth s s0m) dengpn keentusn epsturs)

o rundsng andnniging

Vsl 24
foame anbnyshy s Fangasss s Ugany, Ganig, selmypimanas dunskeud dalam

genl g () jadulnhy) 11,008 KA

S Ve
Saypi Ladunk Audaan Upany Gading,
Vsl 9
Hogun) Inlany. Anibun Yjuny Gading, sebaypimana dimasbsud dalain Pasa) 2 ayat
(1) huarat « dengan juntah pendudul, 2,720 jiva /940 KK, berasal dari sehagian

Wilayahi Hagpn Ujuny, CGaling, yaitu Jorany Taluak Ambun,

Paens) 10)

(1) Liagpn Fulusys Ambun Ujung Gading, sebayaimana dimaksud dalam Pasal 9

tesngranyai bistiss-batas wilsyash administrasi sebaygai herikut;

w, tebelah Uz bagtestasan denygsn Hayari Ujung Gading,

b fiebelah Gelatan berhatasan denysan Hagari Koo Sawah Ujung Gading,

o, Uebelsh Barat berbastasan dengan Hagsn Kuamang Alai Ujung Gading,
dun

d, Lebelsh Tuour berbenzean dengan Hagsn Koto Gunung Ujung Gading.

(2) et batas wilsysh Naygsri Tslusk Ambun Ujung Gading sebagaimana
dinabisud guads syst (1) adalsh sebagsimana vercantum dalam lampiran [l
yang nerupaban bagisn tidal terpicahban dari Peraturan Daersh ini.

() Penetapan dan Penegpsan Batas Hagari Taluak Ambun Ujung Gading
dittapyan dengan Persturan Bupsti sesual dengan ketentuan Peraturan

feranduny - undaniysn.
‘i) 1)

Lnas wilsyah NHagprl Talusk Arabun Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (V) adalsh 540 K142,
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Bagian Kelima
Nagari Koto Gunung Ujung Gading
Pasal 12
Nagari Koto Qunung Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat
(1) huruf d dengan jumlah penduduk 4.853 jiwa/1.134 KK, berasal dari sebagian
Wilayah Nagari Ujung Gading yang terdiri dari :
a. Jorong Koto Pinang; dan

b. Jorong Batang Gunung.

Pasal 13

(1) Nagari Koto Gunung Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Ujung Gading;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Sawah Ujung Gading;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Taluak Ambun Ujung Gading;
dan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Salido Saroha Ujung Gading
dan Nagari Salingka Muaro Kecamatan Sungai Aur.

(2) Peta batas wilayah Nagari Koto Gunung Ujung Gading sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Koto Gunung Ujung Gading
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 14
Luas wilayah Nagari Koto Gunung Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) adalah 21,733 KM2.

Bagian Keenam
Nagari Koto Sawah Ujung Gading
Pasal 15
Nagari Koto Sawah Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf e dengan jumlah penduduk 5.624 jiwa/1.260 KK, berasal dari sebagian
Wilayah Nagari Ujung Gading yaitu Jorong Koto Sawah.
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I'annl 10

(U Nagari Roto Sawabe Ui Qadfopg sebogabimana dimindesid dndone Paonl o

mempunyat batas-batar witivade adwitatvand nebogud hedlan

a. Sebelaht Utava bevbataran denpan Negunet Taluade Arbiee Upiigy Chinding

dan Nagart Kuamang Alad Ufung Qadfog,

b, Sebelalt Selatan berbitaran denpgoan Negud Ravahe lsoto Fioggud oeamnton
Koto Balingkay;
Sebelalt Bavat berbataran denpann Nt Patdlc Kecomatan Koto edtiphoy,

22

dan
d. Sebelah Timure berbatagan dengan Nogatd Koto oo Uiung Cading
(2) Peta batas wilayvah Nagart Koto Sawal Ufang Qadfog aebigatonnna dimndeanl
pada avat (1) adalah sebagatmnn tercantunt dalane boanphan Vv
merupakan bagian tidak teepisnhikan dad Perataran Daetady ind,
(3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagard Koto Sawabh Ujung Qnding ditetnplinn
dengan Peraturan Bupati seswtd dengan ketentuan Pevatinan Porundnng

undangan,

Pasad 17
Luas wilayah Nagari Koto Sawah Ujung Qading sebagadmann dbmaknud dalam

Pasal 16 ayat (1) adalah 22,01 KN,

Haginn Retufuh
Nagari Salido Snroha Ujung Qading
Pasal 18
Nagari Salido Suroha Ujung Qading sebagaimann dimnkaud dalom Paanl 2 ayed
(1) huruf f dengan jumlah penduduk L8888 jiwn/ 1,201 KK, beranal doed nebaglon
Wilayah Nagari Ujung Qading yang terdivi dael
a. Jorong Ranah Salido: dan

b. Jorong Saroha.
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Pannl 19

(1) Nogatd Halido Sarohn Ujing Onding aebagadmana dimakaud dalan Pasal 18
mempunyal bntna-hatnan wiliyah adminiateant sehagad berlkut:

o Sobelnh Utaen berbatasan dengan Nagarel Tampus Damai Ujung Gading
dan Nognrd Upnng Qaediogs

b Sebelah Selatan berbntnsnn dengan Nagart Salingka Munro Kecamatan
Sunpad Aurg

¢, Sebelnh Barat herbatnsan dengan Nagart Koto Qunung Ujung Gading: dan

. Sebelah Timur berbatnaan dengnn Nagaei Salingkn Muaro dan Nagari
Ronah Malintang Recamatan Sungad Aur,

(2) Petn batns wilayah Nagarl Salido Saroha Ujung Qading  sebagaimana
dimakaud pada ayat (1) adalnh sebagnimana tereantum dalam lampiran VI
yang merupakan baginn tidak terptsnhkan dari Peraturan Daerah ini,

(3) Penetapnn dan Penegnsan Batas Nogari Salido Saroha Ujung  Gading
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuni dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan,

Pasal 20
Luas wilnyah Nagari Salido Saroha Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) adalah 27,401 KM3,

Bagian Kedelapan
Nagari Kuamang Alai Ujung Gading
Pasal 21
Nagari Kunmang Alai Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf g dengan jumlah penduduk 6.724 jiwa/1.550 KK, berasal dari sebagian
Wilayah Nagari Ujung Gading yang terdiri dari :
a. JorongKuamang; dan

Iy, Jorong Lubuak Alai,

Pasal 22
(1) Nagari Kuamang Alai Ujung Gading scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21
mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Situak Ujung Gading;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Sawah Ujung Gading dan

Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka;
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka;
dan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ujung Gading, Nagari Tampus
Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading dan Nagari
Brastagi Ujung Gading.

(2) Peta batas wilayah Nagari Kuamang Alai Ujung Gading sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kuamang Alai Ujung Gading
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 23
Luas wilayah Nagari Kuamang Alai Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1) adalah 9,650 KM2.

Bagian Kesembilan
Nagari Situak Ujung Gading
Pasal 24
Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
h dengan jumlah penduduk 5.265 jiwa/1.126 KK, berasal dari sebagian Wilayah
Nagari Ujung Gading yang terdiri dari :
a. Jorong Situak; dan

b. Jorong Situak Barat.

Pasal 25
(1) Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tampus Damai Ujung Gading
dan Nagari Kuamang Alai Ujung Gading;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Parit, Nagari Koto Tangah dan
Nagari Pematang Panjang Kecamatan Koto Balingka; dan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ranah Malintang Kecamatan

Sungai Aur.
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(4} Peta batas wilavah Nagart Situak Ujung Qading sebagadnnn dimnkaud padn
avat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampivan VIEyang merapakan
bagian vany tidak terpisabikan dari Peraturan Daeral il

{3 Penetapan dan Penegasan Batas Nagart Situak Ujung Qading ditetapkan
dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perindang-

undangan.

Pasal 206
Luas wilavsh Nagar Situak Ujung Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah 163,700 RM<.

Pasal 27
Dengan dibentuknya Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung
Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung
Gading. Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading,
Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Ujung Gadiang
dikurangi dengan Wilayah Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai
Ujung Gading. Nagan Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung
Gading. Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading,
Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal

18, Pasal 21, dan Pasal 24.

BAB Il
PEMERINTAHAN NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28
Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29
Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS

Nagari.
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Bagian Kedua
Kewenangan Nagari
Pasal 30

Kewenangan Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Qading,
Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagar
Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang
Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading sebagaimana dimakaud
dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup:
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala nagari;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Dacrnh

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Nagari
Pasal 31

(1) Dengan dibentuknya Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai
Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung
Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung
Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di
Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari
Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari
Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari
Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading.

(2) Ketentuan mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Baglan Keempat
Penjabat Wali Nagari
Pasal 32
Dengan dibentuknya Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung
Oading, Nagari Taluak Ambun Ujung QGading, Nagari Koto Gunung Ujung
Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading,
Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading, Bupati
mengangkat Penjabat Wali Nagari Brastagi Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari
Tampus Damai Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari Taluak Ambun Ujung
Qading, Penjabat Wali Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari
Koto Sawah Ujung Gading, Penjabat Wali Nagari Salido Saroha Ujung Gading,
Penjabat Wali Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Penjabat Wali Nagari

Situak Ujung Gading sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilantik
bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk.

(2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas,
wewenang dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.

(1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3
(tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;

3

Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

Mengangkat Perangkat Nagari,

e o

Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;

Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan

™ 0

Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melaksanakan
tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan bagi wali nagari
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2

Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.
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Pasal 35

(1) Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari Ujung Gading yang berdomisili
di masing-masing wilayah Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus
Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto
Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido
Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak
Ujung Gading, menjadi Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari di
Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari
Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari
Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari
Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari
Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari
Koto Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido
Saroha Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak

Ujung Gading diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai Ujung Gading, Nagari
Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Nagari
Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Nagari
Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading berhak
mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah
sesuai peraturan Perundang-undangan.

(2) Nagari Ujung Gading mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari
Ujung Gading untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan
kemasyarakatan pada Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari Tampus Damai
Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto Gunung
Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha Ujung
Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung Gading
minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di
masing-masing Nagari Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari
Brastagi Ujung Gading, APB Nagari Tampus Damai Ujung Gading, APB Nagari
Taluak Ambun Ujung Gading, APB Nagari Koto Gunung Ujung Gading, APB
Nagari Koto Sawah Ujung Gading, APB Nagari Salido Saroha Ujung Gading,
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APB Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan APB Nagari Situak Ujung
Gading.
(3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana

dimaksud Pasal 28 dibebankan kepada APB Nagarn Ujung Gading.

Pasal 37

Sebelum Pemerintah Nagari Brastagi Ujung Gading, Pemerintah Nagari Tampus
Damai Ujung Gading, Pemerintah Nagari Taluak Ambun Ujung Gading,
Pemerintah Nagari Koto Gunung Ujung Gading, Pemerintah Nagari Koto Sawah
Ujung Gading, Pemerintah Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Pemerintah
Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Pemerintah Situak Ujung Gading dapat
menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan
Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Ujung Gading tetap berlaku dan
dilaksanakan di Pemerintah Nagari Brastagi Ujung Gading, Pemerintah Nagan
Tampus Damai Ujung Gading, Pemerintah Nagari Taluak Ambun Ujung Gading,
Pemerintah Nagari Koto Gunung Ujung Gading, PemerintahNagari Koto Sawah
Ujung Gading, Pemerintah Nagari Salido Saroha Ujung Gading. Pemerintah
Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Pemerintah Situak Ujung Gading.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di
mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Brastagi Ujung Gading, Nagari
Tampus Damai Ujung Gading, Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Nagari Koto
Gunung Ujung Gading, Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Nagari Salido Saroha
Ujung Gading, Nagari Kuamang Alai Ujung Gading dan Nagari Situak Ujung
Gading.

Pasal 39
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari
Persiapan Brastagi Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Tampus Damai
Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Taluak Ambun Ujung Gading.
Perangkat Nagari Persiapan Koto Gunung Ujung Gading, Perangkat Nagari
Persiapan Koto Sawah Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Salido Saroha
Ujung Gading, Perangkat Nagari Persiapan Kuamang Alai Ujung Gading dan
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Perangkat Nagari Persiapan Situak Ujung Gading diangkat soenjards jreriz gm0
Nagan Brastagi Ujung Gading, Perangkat Nagari Tampus Darmar Ujing ey
Perangkat Nagari Taluak Ambun Ujung Gading, Perangkat liagarn Vieres fauriany
Ujung Gading, Perangkat Nagari Koto Sawah Ujung Gading, Perangra Naya:,
Salido Saroha Ujung Gading, Perangkat Nagari Kuamang Alm Ujung Cading dar,

Perangkat Nagari Situak Ujung Gading.
Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar,
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Pacsrns:n

Barat.

Ditetapkan di Simpang Empzt
Pada tanggal, V1 Kcitos 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, \7 AtostoS 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HEN PUTRA
LEMBARAN DAE KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (15/15/2020)
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PENJELASAN _
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BRASTAGI UJUNG GADIKG,
PEMERINTAHAN NAGARI TAMPUS DAMAI UJUNG GADING, PEMERINTAHAN
NAGARI TALUAK AMBUN UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO
GUNUNG UJUNG GADING, PEMERINTAHAN NAGARI KOTO SAWAH UJUNG
GADING, PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SAROHA UJUNG GADING,
PEMERINTAHAN NAGARI KUAMANG ALAI UJUNG GADING
DAN PEMERINTAHAN NAGARI SITUAK UJUNG GADING
DI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG

I. UMUM

2

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tzhun
2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masvarzka:
hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang unrtuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hzk
tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosoi zcz:
minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) vang dizi:
dan dihormati dalam sistem Pemenntahan Negara Kesatuan Republi
Indonesia, sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemz‘uz=o
Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamaian pzcz
khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masvarakzs:. &
perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. pelaksanzzn
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menizmin
perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari memounyz:
peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintzahan sehinggz
mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi.
berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah vang lebih Saik.

Nagari Defenitif mempunyai peran vang sangat strategis dalam Tangxz

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan. keseizhierzzan

masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masvarakat dengan 52X
Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasa=azan
Barat Melakukan Penataan Nagar dengan Membentuk Nagari Baru msizu:

Pemekaran Nagari.
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IL.LPASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26
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thaad 27
Cuhup delas
Pasal 28

Cukupdelan
thsal 20
Cukupadelas

tasal 30

Cukup delas
tasal M

Cukup Jelan
Masal 32

Cukup Jelas
fasal 33

Cukup Jelas
Pasal 3.4

Cukup delas
Pasal 38

Cukup delas
Pasal 3o

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 3§

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

NOMOR 6
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